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Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi 
koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyajian laporan keuangan yang transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan;  

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana 
dimaksud  huruf a, maka perlu penyempurnaan 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 
tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi 
Indonesia, guna  menata sistem akuntansi koperasi 
agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan 
perkembangan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Umum 
Akuntansi Koperasi. 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang 
Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3744); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara;  

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 

8. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang 
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan 
Perkoperasian; 

9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 05/KEP/M.KUKM/IX/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
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10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah. 

Memperhatikan: Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 
(PPSAK) 8 tentang Pencabutan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 27 : Akuntansi Koperasi. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :    PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN 
UMUM AKUNTANSI KOPERASI.  

Pasal 1 

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 merupakan acuan bagi koperasi di Indonesia, dan pembina koperasi 
pemerintah, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan/Kota serta pihak-pihak 
lain yang terkait. Khusus untuk usaha simpan pinjam, akuntansi koperasi 
diatur tersendiri. 

Pasal 3 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi 
Koperasi Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Juli 2012 
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SJARIFUDDIN HASAN 

 

Diundangkan di  Jakarta 
pada tanggal 26 Juli 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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